PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR '} TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan  kesehatan  untuk
meningkatkan derajat Kesehatan;

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana

kesehatan yang wmemberikan pelayanan kepada
masyarakat memiliki peran yang strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, sehingga Rumah Sakit berperan penting
dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai
dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat;

bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit, maka perlu ditindaklanjuti
dengan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Besar; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Peiayanan Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tabhun 2023 tentang Peraturan
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68};

Qanun Kabupatenn Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Nomor 55); dan

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2017 Nomeor 33).




Menetapkan :

s

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistemm dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
yang dipimpin oleh Bupati.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya
disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilth melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
selanjutnya disebut RSUD adalah pelaksana pelayanan di
bidang kesehatan sebagai wunit organisasi bersifat
fungsional dan wunit Ilayanan yang bekerja secara
profesional.

Direktur adalah Pimpinan pada RSUD.

Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat pada Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyail fleksibilitas dalam
Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
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Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan
oleh RSUD Aceh Besar kepada masyarakat yang meliputi
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan
keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan
tentang spesifikasi teknik tentang tolok ukur layanan
minimal yang diberikan oleh RSUD Aceh Besar kepada
masyarakat.

Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang
diberikan oleh RSUD Aceh Besar kepada masyarakat.

14 Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk
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pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di
satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap
pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata rata
penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya
sesual dengan standar dan kode etik profesi yang telah
ditetapkan.

Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan
penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari
akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan,
kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi
teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar
WHO (World Health Organization).

Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan dan hastl yang
dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk
dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada
pelanggan.

Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi keadaaan atau  status dan
memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap
perubahan yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolak
ukur prestasi kuantitatif /kualitatif yang digunakan untuk
mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target
atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat SPI
adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.

Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan
berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan
oleh Bupati untuk mencapai target SPM RSUD Aceh Besar.
Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan
untuk menjelaskan pengertian dari indikator,

Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural
yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi
pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
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Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang
diharapkan bisa dicapai.

Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan
vang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan
langsung dengan persoalan.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang
dibutuhkan dalam waktu segera (emergency} untuk
menyelamatkan kehidupannya (live sa fing)

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pelayanan
kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
tanpa tinggal di Rawat Inap.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien
untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.

Pelayanan Bedah Sentral adalah pelayanan pembedahan
(operasi} yang ditempatkan secara terpusat di Rumah
Sakit, dengan memperhatikan prinsip kenyamanan,
pencegahan infeksi dan kontaminasi serta adanya barier
antara hal-hal yang bersifat bersih dengan yang kotor.
Pelayanan Persalinan, Prinatologi dan Keluarga Berencana
adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dalam proses
persalinan, pelayanan bagi bayi serta pelayanan
kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur.

Pelayanan Intensif adalah pelayanan yang dilakukan bagi
pasien yang berpenyakit kritis di ruangan yang memiliki
peralatan dan petugas khusus untuk melaksanakan
observasi, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya
secara intensif.

Pelayanan Radiologi adalah pelayanan yang dilakukan
untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan
menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik
menggunakan  gelombang  elektromagnetik  maupun
gelombang mekanik.

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan
diagnostik klinis yang mengaplikasikan teknik pemeriksaan
Laboratorium dengan melibatkan tenaga ahli patologi klinik
untuk mendukung penegakan diagnosis penyakit dan
manajemen pengobatan pasien.

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan
terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh
keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui
panduan intervensi medik, keterapian fisik dan/atau
rehabilitatif untuk mencapai keémampuan fungsi yang
optimal.

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan kefarmasian berupa
penyediaan dan pengelolaan obat, bahan obat, alat
kesehatan dan reagen yang dipimpin oleh seorang apoteker.
Pelayanan Gizi adalah pelayanan asupan diet yang
dilakukan secara  berkesinambungan mulai dari
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Pelayanan Keluarga Miskin adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada pasien/keluarga yang sama sekali
tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya
kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan
resmi yang ditebitkan instansi yang berwenang.

Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan berupa
pemberian bukti tertulis sebagai aspek legal
pertanggungjawaban tentang proses pelayanan kesehatan
pasien yang diberikan oleh dokter, perawat atau tenaga
kesehatan lainnya.

Pengelolaan Limbah adalah bagian dari kegiatan
penyehatan lingkungan di Rumah Sakit yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran
lingkungan yang bersumber dari limbah Rumah Sakit.
Pelayanan Administrasi Manajemen adalah proses kegiatan
yang dapat diprediksi yang diikuti dengan pengaturan
sumber daya yang ada di Rumah Sakit guna meningkatkan
kesehatan masyarakat melalui program kesehatan dan
pembiayaan kesehatan secara efektif, efesien, dan rasional
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap
kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau
pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah
Sakit yang lebih mampu.

Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang
meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah,
konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya
terhadap jenazah.

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
adalah pelayanan yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan dan
perbaikan peralatan di Rumah sakit.

Pelayanan Laundry adalah pelayanan yang
menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian
pemakaian linen di Rumah Sakit.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah kegiatan yang
dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di
Rumah Sakit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring
dan evaluasi.

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk
menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf
medis di rumah sakit terjaga profiesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profissi medis.

Instalasi adalah wunit pelayanan non struktural yang
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan
pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah salkat,
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM adalah wuntuk memberikan
panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggunglawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit.

Tujuan ditetapkan SPM adalah untuk meningkatkan dan
menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

Fungsi SPM adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam
menjamin pelaksanaan pelayanan Kesehatan.

BAB III
JENIS PELAYANAN DAN DOKUMEN SPM
Pasal 3

RSUD mempunyal tugas pokok melaksanakan pelayanan
kesehatan secara berkelangsungan dan berhasil guna
dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu
dengan upaya pemulihan kesehatan dan pencegahan
penyakit.
Jenis jenis pelayanan untuk RSUD meliputi:

pelayanan gawat darurat;

pelayanan rawat jalan;

pelayanan rawat inap;

pelayanan bedah sentral;

pelayanan persalinan, perinatologi dan keluarga

berencana;

pelayanan intensif;

pelayanan radiologi;

pelayanan laboratorium patologi klinik;

pelayanan rehabilitasi medik;

pelayanan fiarmasi;

pelayanan gizi;

pelayanan tranfusi darak;
. pelayanan keluarga miskin;

pelayanan rekam medik;

pengelolaan limbah;

pelayanan administrasi manajemen;

pelayanan ambulans;

pelayanan pemulasaraan jenazah;

pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit;

pelayanan laundry; dan
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Pasal 4

Sistematika dokumen Peraturan Bupati tentang SPM BLUD
pada RSUD disusun sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN

a. Pendahuluan;

b. Maksud dan Tujuan; dan

¢. Pengertian.
Bab 1I SISTEMATIKA POKUMEN
Bab IIi SPM Rumah Sakit

a. Jenis-jenis Pelayanan Rumah Sakit;

b. SPM Setiap Jenis Pelayanan, Indikator dan

Standar; dan

¢. Uraian Standar Pelayanan Minimal.
Bab IV PENUTUP
Sistematika dokumen SPM BLUD pada RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIV
PELAKSANAAN
Pasal 5

RSUD wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) berdasarkan
SPM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM
dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PENERAPAN
Pasal 6

Direktur menyusun target serta upaya dan pelaksanaan
peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit
berdasarkan SPM.

Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen
RSUD menyusun rencana kerja, target, serta upaya dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah
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BAB Vi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan RSUD dilakukan o¢leh

Bupati/Sekda selama belum ditunjuk Dewan Pengawas.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

fasilitas penyelenggaraan pelayanan Kkesehatan sesuai

dengan SPM dalam bentuk pemberian petunjuk teknis,

pedoman, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,

dan/atau bantuan teknis lainnya yang meliputi:

a. penghitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai
SPM;

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja
pencapalan target SPM;

¢. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi melaksanakan

supervisi, monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM di

RSUD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan.

Pasal 8

Pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan dapat
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dewan
Pengawas dan SPL

Dewan pengawas dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

¢. anggota.

SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur.

SPl bersama-sama jajaran manajemen rumah sakit
melakukan  pengendalian  internal dalam  rangka
tercapainya prestasi kerja agar sesual dengan SPM.

Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan dalam
rangka menjamin akses dan mutu pelayanan rumah sakit
kepada masyarakat.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 9

RSUD berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan
pencapaian kinerja pelayanan sesuai SPM yang telah
ditetapkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
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BAB VilI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal |34l 2024M
14 Dzu[hladnb} 1445 H
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Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal [ Juli 2024 M
14 Dyullarggal 1445 H
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